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PERATUJRAN DAERAH KABUPATEN IEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2002 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI JEPARA 

bahwa untuk melaksaaka ketentun pasal I2 aya (3) Undang­ 
undang Norms2 TAh 1999 telag Partai Politik; da Peraturan 
Pererintah Republik Indonesia Noto 51 Tahu 2001 tentatg 
Bantua Keusga Kepada Partai Politik perla menetapkan Peratutran 
Daerah tentag Bantua Keuanga Kepada Partai Politik 

Undang­undang Nomor 13 Tahu 1950 entag Perbentuka 
Daerah­daerah Kabupaten Dalarm Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah, 

2Undang ­ ndang Nomor 2 Tahu 1999 1entang Partai Politik 
(Lembasra Negs Tahu 1999 Noeor 22, Tanbahan Lem.ba.ran 
Negara Nomor 3809), 

3. Undang + undang Noor 3 Tb 1999 tetang Perilihan Umum 
sebagairmana telah diubah dengan Undang­undang Noor4 Tum 
2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tabahen 
Lembaran Negara Norr 3959) 

4. Undang·undang Nomor 22 Tahu 1999 tetag Pererintatan 
Daerah ( Lerbaran Negara Tahu 1999 Nono 60, Ta.mbaban 
Lembran Negara Nomor 3839) 

$. Perattan Pererintah Narmor $] Thun, 2001 tentatg Bantus 
Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahu 2001 
Nomar 75,Tbaha Lembaran Negara Nonor 4105) 

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 

• 

PERATUJRAN DAERAH KABUPATEN IEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2O92 

TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATT JEPARA 

bahwa untuk melaksaaka pass 12 ay (3) Llrdag­ 
undang Nomor 2 TAh 1999 telag Prti Politik; da Perturn 
Peeerintgh Repubik Indonesia Noto 51 Tahu 2001 ten.tag 
Bantua Keuaga Kepada Partai Politk perlu mm taplan Peratutr 
Daerah tentang Bantu Keuaga KKepad Partai Politik. 

U'dang­undang Noror 13 Tahu 1950 teen.tag Pert» icul 
Daerah-daerah Kabupaten Dela Lingkuga Propinsi Jawa 
Tengah, 

2 Ulang - undang Nome 2 Tahu 1999 ert.ag aai Politik 
(Lerbaa Negs Tahu 1999 Narror 22, Ta.ba.ha Lero.baa 
Negara Nomor 3809), 

3. Udang + undag Noor 3 Th 1999 etag Perilih Uren 
sebgala tebah dibah deaga Ung"Moro Thu 
2000 ( Lembaran Negara Tahu 2000 Nomor I, Tabatha 
Lembaran Negara Nomar 3959) 

$. Peratran Pererintah Nomot $] %hen 2004 ten.tag Batu 
Keuagan Kepada Partai Politk ( Lembara Neg Tahu 200 
Noma 75,Tabatha Lemhara Neg Noner 410$) 

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 
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KETENTUAN UMUM 

Dalam Peratura Daerah ind yang dimaksud dengan 
I Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2 Pemerintah Daerah adalah Pererintah Kabupaten Jepera, 
3 Bupati adalah Bupati Jepara, 
4. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga 

Negara Republik Indonesia sccar sukarela atas dasar persama.an 
kehendak untuk memperjuangka beik kepentingan anggotanya 
maupun baga dan cgaca melalui Pemiliha Umum; 

5. Batuan keuangan adalah batuan berbentuk uang yang diberikan 
oleh Peenerintah Daerah kepada Partaj Politk yang memperoleh 
suata dalam Penilihan Uram; 

6. Saara sah adalah suma yang diperoleh Partai Politik pada 
Penihihan Umum yang telah disahka oleh panitia Penyelenggar 
Perilihan Umum 

PEMBERIAN BANTUAN 

Pasal 2 

(I Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cit­ 
cita para anggotahya dalam kchidupan bermasyark.at, berbangs# 
dan bemegara, Partai Politik diberikn ban tan ea.ngan 

(2) Bantuan keuanga sebagairmana dimaksud dalam ayat (l) 
diberika kepad Partuai Politik yang memperoleh suara sah dalam 
Perilihan Umum 

(3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakuk.an pada 
setiap tahum anggaran 

BAB III 

PENET APAN JUMLAH BANTUAN 

Pasal 3 

(I)Jumlah bantua keungan ditetapka berdasaria hasil perolehan 
$0a'a sah scsuai dengan keoampa keuagar daerah setinggl 
tingginya Rp 1.000,­ (senibu rupiah) per soara 

(2) Besamya batun sebagairmana dimaksud dalam ayat (I) 
ditetapkan setiap tahunrya dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peratur Daerah ind yang dimaksud den gar 
I Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2 Pemerintah Daerah adalah Peenerintah Kabupaten Jepera, 
3 Bupati adalah Bupati Jepara, 
4. Partai Politik adalah setia organisasi yang dibentuk oleh warga 

Negara Republik Indonesia secara sukarea atas dasar persaa.an 
kehendak untuk memperjuagla beilk kepentingan anggotany.a 
maupun baga dan cgaca melalui Pemiliha Umum; 

$. Batuan keuangan adalah batuan berbentuk uang yang dibenikan 
oleh Peenerintah Daerah kepada Partaj Politk yang memperoleh 
$0a.fa dalam Permihiha Umu; 

6. Sara sah adalah soara yang diperoleh Partai Politik pada 
Permihihan Urum yang telah disahk oleh paitia Penyelenggar 
Pemilihan Lmum 

PEMBERIAN BANTUAN 

Pasal 2 

(I Untuk membantu kegiatan dalam rargka memperjuangka cits­ 
cita para anggotahya dalam kchidupan bermasyarak.at, berbangs.a 
dan bemegara, Partai Politik diberikn ban.tan keuanga.n 

(2) Bantuan keuangan sebagairmana dimaksud dalam ayat (l) 
diberika kepad Partuai Politik yang memperoleh suara sah dalam 
Peniliha Umum 

(3) Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukc pada 
setiap tahum anggaran 

BAB II 

PENET APAN JUMLAH BANTUAN 

(I)Jumlah bantua keungan ditctapk.a berdasaria hasil perolehan 
$0a'a sah scsuai dengan keoampa keuagar daerah setingl 
tingginya Rp 1.000,(senibu rupiah) per soara 

(2)Besamya batuan sebagaimana diraksud dalam ayat (I) 
ditetapkan setiap tahunrya dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 



0r lqsjmhrtuejtu ol.I *w fiDnro hn tulirilt
T.rsb<rh!!.hwd,baMgdol.hx.e

(2) flejtu b!fu. reur@ tlu diraco0d dokrc b'

(li Pw.du tu rtqa Pdi
BujePqd.@dbldkpn
ei* h@ Pmi b4h kh,r.6 M, w dtur*

@re cd Pmydlhe b|lfu ritu'g{

P'fuh'dfur.rlIultumFhdhddrEc]!b@ilfu

Dddbhllnenp.pedLhmutn0l9

[hh id ryjris
od6ri!&!c ]!lJm drM l.hii L!i! dd B@t

3 

PENGAJUAN BANTUAN 

Pasal 4 

(I Pengajuan be.tun diarjuks oleh Dewan Pimpiar Parta Politik 
Tingla Kabupaten yang ditadatangni oleh kKetua dan 
Selreteris kepada Bupa.ti 

62) Pengjuan bantuan keuagan huars dilengkcapi dolmen huasil 
peroleha soar yang Sal 

PENYERAHAN BANTUAN 

Pasal 5 

(l)Penwerahen bartua keuage Partai Petitik dilakuk oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Benda.hara 
Dewan Pimpina Partuai tingkat KAbupaten at.a yang ditung uk 
mewakih 

(2) Tata Cara Penyerahan bantoan Keuagan Parai Politik diator 
lebih lanjut oleh Bapati 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 6 

Partai Politik yg kepengrusanrye beru dibentuk setela.h peribiban 
urum ta.hue 1999 b%ntua keuanga diberla berdasarka hasil 
perolchn suaa sa.h pada perbiha urum tathan I9 

BAB VII 

Hathal yang belam diatautr dale Pertura Daerah iri sepanjang 
mengenai pelaksananrya diatue tebi.hr langjut oleb Bupeti 

3 

PENGAJUAN BANTUAN 

Pasal 4 

(I Pengajuan bent diarjuks oleh Dewan Pimpiar Parta Politik 
Tingla KAbupaten yang ditacdatangi oleh kKetua dan 
Selreteris kepada Bupati 

62) Pengajuan bantuan keuagen huarrs dilengkapi dolmen hasil 
perolehan soaa yang sah 

PENYERAHAN BANTUAN 

Pasal 5 

(l)Penwerahen bartua keuage Partai Petitik dilakukw oleh 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepads Ketua dan Benda.hara 
Dewan Pimpina Partuai tinglat Kabupaten ata yang diturj uk 
mewakih 

(2) Tat Cara Penryera.ban batupa Keuga Pai Politik diatur 
lebih lajut oleh Bupati 

KETENTUAN PERALIHAN 

PAsal 6 

Partai Politik yg kepengrusanrye beru dibentuk setel.h peribiban 
urum ta.hue 1999 b%ntua keuanga diberla berdasarka hesil 
perolehn suara sa.h pala perubiha urum tathan I9 

Hal­hal yang belam diatautr dale Pertura Daerah iri serpenjan.g 
mengenai pelaksanarya diatuer tebi.hr lanjut oleb Bupeti 
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ersture Derah ii rulai belalu pede tanggal di vandagk 

Age setip ocag da.pet mergetahuirye mererinthle 
pengundagar pertura dash ii dengn peneapedarya dala 
Lerbaa Daer.h 

Disabkn di Jepara 
pad tggl 28 Peli 2002 

Diundoghn di Jepara 
pad tagga) 28 Pebri 2002 

SEKRE'TARIS DAER AH KABUPATEN IEPARA 
Yang Menjlelo Tug 

.d. 
SIS WAN1TO, S.SA.MM 

Pembine Tk I 
NIP 0I00686.30 

LEMBARAN DAER AH KABUPATEN IEPARA TAHUN 202 NOMOR 3 

r 

4 

ersture Derah ii rulai belalu pede tanggal di vandagk 

Age setip orag da.pet mergetahuirye mererinthle 
pengundago pertura dash ii dengn pen tpedarya dala 
Lembaa Daer.h 

Disabkn di Jepara 
pod tnggal 28 Pebni 2002 

Diundngbun di Jepara 
pad tagga) 28 Pebni 2002 

SEKRE'TARIS DAER AH KABUPATEN IEPARA 
Yang Menjlelo Tug 

.d. 
SISWANTO, S.80A.MM 

Pembine Tk I 
NIP 0I00686.30 

LEMBARAN DAER AH KABUPA TEN IEPARA TAHUN 2002 NOMOR 3 
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PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2002 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITTK 

I. PENJELASAN UMUM 

Partai politik merurpala wahas bagi Warga Negara Republik Indonesia dala 
ikut serta merurmuska kebijaka tegata serta memperjuangkan kepentingart 
an.ggot.an ya moapun kepentinga baoga da negara secsai dengah sister demokrasi di 
Negara Republik Indonesia Untuk mendukung ketidupe denokrasi tersebut, 
dipandag perlu memberilkar bentua keuangan kepeda Partai Politik yang disesuaikan 
dengan kondisi dan kemapa keuagan Daera.h yang besarty ditentuk.an 
berdasarkan peroleha suara sash dalam Peniliha Umum 

Berdasaka pertimbangan tersebut di at.as, untuk pergaturan permberian 
keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Jepara perlu ditetapka derga Peraturn 
Daerah 

II PENIELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal Is/d Pasal 3 

Pasal 4 ayat() 

Pasal 4 ayat (2 

Pasal Say«t ( 

Peal S ayat(2) s/d 
Pasal 8 

cukup jelas 

yang dimaksud Ketua adalah pucuk Pirpinan masing-masting 
Partai Politik di tingkat Darrah 

cukup jelas. 

yang dirak.sud Ketus dale.hr pucuk Pimpinan masing-masing 
Partai Politik di tinglat Derah 

cukup jelas I 

TAMBAHAN LEM'BARAN DAERAH ABUPAEN JEPARA TAHUN 20O2 NOOR 

• 

PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 3 TAHUN 2002 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 

I. PENJELASAN UMUM 

Partai politik merurpala wa.haa bgi Wang Negara Republik bdoresin dala 
ikut serta merurs.ka kebijak.an tgaca sett.a meope'poan.gla kepenoingn 
a.mg9ota.nya moapun kepent.iga bang'a da oegra secsoai denga sister derokasi di 
Negara Republik Indonesia Untuk me.dulung ketiduper deolorsi tersebut, 
dipandag perlu memberikr bent keuang kepea Partai Politik yang disesu l 
dengan kondisi dan kemapa leuaga Daera.h yang besnya diet. 
berdasarkant perolehan suara sah dala Penilihan Lru 

Berdasakan pertibagan tersebt di atas, auk pergturape 1betia 
keuangan kepeda Partai Politik di Kabupaten Jepara perh ditetagpk¢ Pertur 
Daerah 

Pasal Is/dPasal 3 

Pasal 4 yat() 

Pasal 4 ayat (2 

Pasal Say« ( 

Peal S ayat(2) s/d 
Pasal 8 

yang dimaksud Ketua adal.ah pucuk Firpia ooasing-masong 
Partuai Politik di tgloat Daera.h 

yang diaksudKeta adalah pucuk Fipin.an masg-tag 
Partai Politik di tinglaat Daerah 

I 
II PENIELASAN PASAL DEMI PASAL 

AM'BAHAM LEI'BARAN DAERA EABUPAEN JEPARA TATU'N 2OO2 NOOR 


